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Abstrak

Fenomena masalah implementasi Program Satu Miliar Satu Desa di
Desa Tonjong belum berjalan optimal. Rumusan masalah bagaimana
implementasi program satu miliar satu desa dalam pengembangan
pembangunan di Desa Tonjong Kecamatann Tajur Halang Kabupaten
Bogor. Tujuan  penelitian mendeskripsikan dan menganalisis
Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa dalam Pengembangan
Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten
Bogor. Teori yang digunakan Implementasi Program oleh David C.
Korten dengan 3 dimensi yaitu Program itu sendiri, Pelaksanaan
program, dan Kelompok sasaran. Metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Informan Kepala Desa Tonjong,
Sekretaris Desa Tonjong, KAUR Perencanaan, KAUR Keuangan, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tonjong, Ketua RT, Ketua
RW, dan 2 Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi Program  Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE)
menunjukkan dinamika yang kompleks. Dari sisi perencanaan, program
telah tepat sasaran; dari sisi pelaksanaan, masih terdapat kelemahan
serius dalam akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan; sementara dari
sisi kelompok sasaran, partisipasi masyarakat sangat tinggi, meski
kepercayaan publik sempat menurun akibat penyimpangan pada tahun
2022. Dengan demikian, implementasi program ini dapat dikategorikan
belum optimal, karena hanya sebagian dari tujuan kebijakan yang
berhasil tercapai.
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Abstract

The problem is that the implementation of the One Billion One Village
Programme in Tonjong Village has not been optimal. The problem formulation
is how the One Billion One Village Programme is implemented in
development in Tonjong Village, Tajur Halang Subdistrict, Bogor Regency.
The purpose of this research is to describe and analyse the
implementation of the One Billion One Village Programme in the development
of Tonjong Village, Tajur Halang District, Bogor Regency. The theory used is
David C. Korten's three dimensions of programme implementation, namely the
programme itself, programme implementation, and target groups. The
research method is descriptive with a qualitative approach. Data collection
techniques included interviews, observation, and documentation. Data
analysis techniques included data reduction, data presentation, and
conclusion drawing. Informants included the Head of Tonjong Village, the
Secretary of Tonjong Village, the Head of Planning, the Head of Finance,
the Chair of the Tonjong Village Consultative Body (BPD), the Head of the
Neighbourhood Association (RT), the Head of the Community Association
(RW), and two community members. The results of this study indicate that the
implementation of the One Billion for One Village Programme (SAMISADE)
shows complex dynamics. In terms of planning, the programme has been on
target; in terms of implementation, there are still serious weaknesses in
accountability and institutional capacity; while in terms of the target group,
community participation is very high, although public trust declined due to
irregularities in 2022. Thus, the implementation of this programme can be
categorised as suboptimal, as only some of the policy objectives have been
achieved.
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PENDAHULUAN

Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di
Desa Tonjong tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai
dengan tujuan dari Program Satu Miliar Satu Desa.
Pembangunan di Desa Tonjong terhambat dikarenakan Desa
Tonjong tidak melaksanakan kegiatan dan belum melaporkan
penggunaan anggaran dari Bantuan Keuangan desa hingga
waktu yang sudah ditentukan (Bogor-Kita 2023a).

Masyarakat Desa Tonjong merasa dirugikan karena jalan
diwilayahnya tidak kunjung selesai dibangun. Bahkan pihak
BPD Tonjong sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dan
Pemdes juga sudah memberikan teguran sampai ketiga. Selain
itu, setiap kali pemanggilan Kepala Desa selalu ingkar dan

meminta waktu. Camat dari Kecamatan Tajur Halang



pun menegaskan dari total 7 Desa yang ada di Kecamatan
Tajur Halang, hanya Desa Tonjong yang bermasalah,
sedangkan 6 Desa lainnya telah menyelesaikan giat
pembangunan SAMISADE secara baik. Informasi terakhir
didapatkan bahwa Desa Tonjong untuk sementara waktu tidak
mendapatkan lagi anggaran dari Program Satu Miliar Satu
Desa dan berakhir mendapatkan anggaran pada tahun 2022
saat tahap 2 realisasi program (Kalila and Rahmawati 2024).

Fenomena utama yang terjadi dalam pelaksanaan Program
Satu Miliar Satu Desa di Desa Tonjong adalah kegagalan
implementasi program, sehingga pembangunan infrastruktur
seperti jalan tidak selesai, dana tahap dua sebesar Rp 336 Juta
sudah dicairkan dan digunakan tanpa hasil yang terlihat. Desa
Tonjong tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang
ditentukan (Bogor-Kita 2023b), tidak melaporkan penggunaan
anggaran secara tepat waktu, serta terus-menerus
mendapatkan teguran berupa surat teguran dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan Camat
Kecamatan Tajur Halang. Akibatnya, masyarakat merasa
dirugikan karena manfaat dan tujuan dari program tidak
tercapai dan Desa Tonjong menjadi satu-satunya desa yang
mengalami masalah di Kecamatan Tajur Halang. Karena itu,
aliran anggaran program dihentikan sejak 2022. Hal ini
menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam pengelolaan
dana desa, pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, serta
kurangnya akuntabilitas dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Implementasi
Program Satu Miliar Satu Desa Dalam Pengembangan
Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang
Kabupaten Bogor.”

Model Implementasi Program menurut David C. Korten harus
mencakup tiga elemen yang disebutkan dalam model
kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten
memusatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian, yaitu

program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok



sasaran. Menurut Korten, suatu program akan dapat berjalan
dengan baik jika terdapat kesesuaian di antara tiga elemen
tersebut. Dengan menggunakan teori Korten, penelitian ini
dapat menjelaskan kegagalan implementasi program Satu
Miliar Satu Desa dari perspektif kesesuaian sistemik. Program
tidak dapat berjalan optimal karena tidak selaras dengan
kemampuan lembaga pelaksana (pemerintah desa) dan

kebutuhan masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melakukan
sebuah penelitian terkait dengan Implementasi Program Satu
Miliar Satu Desa dalam Pengembangan Pembangunan di Desa
Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor.
Berdasarkan metode yang digunakan, peneliti berusaha
memberikan suatu gambaran, menjelaskan, dan
mengidentifikasi dimensi yang terdapat pada Implementasi
Program, sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai
Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa dalam
Pengembangan Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan

Tajur Halang Kabupaten Bogor.

PEMBAHASAN

Selama proses observasi yang dilakukan peneliti di Desa
Tonjong pada Desember 2025, peneliti menemukan bahwa
sebagian besar titik pembangunan jalan hasil program SAMISADE
tahap pertama telah selesai dengan kondisi cukup baik, meskipun
di beberapa titik terlihat mulai mengalami keretakan ringan.
Namun, di area yang seharusnya menjadi lokasi pembangunan
tahap kedua, peneliti masih menemukan jalan berbatu dan
berlumpur tanpa perkerasan.

Peneliti juga mengamati bahwa di beberapa lokasi masih
terdapat tumpukan material seperti batu kali dan pasir yang tidak
digunakan, menandakan bahwa kegiatan pembangunan sempat
terhenti di tengah proses. Beberapa perangkat desa juga terlihat

melakukan perbaikan kecil secara mandiri bersama masyarakat



sekitar, meskipun tidak dalam skala besar seperti yang
direncanakan.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa
meskipun program SAMISADE secara umum dirancang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya belum mampu
mencapai hasil yang diharapkan karena adanya hambatan
administratif dan lemahnya pengawasan keuangan. Program yang
seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan desa justru
terhambat oleh permasalahan internal pengelolaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, dapat
disimpulkan bahwa kesesuaian antara program itu sendiri dengan
kebutuhan masyarakat di Desa Tonjong bersifat parsial. Pada
tahap perencanaan dan pelaksanaan awal, program berhasil
menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yang
memadai. Akan tetapi, pada tahap berikutnya, ketidaksesuaian
muncul akibat lemahnya tata kelola dan pertanggungjawaban,
sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat tidak sepenuhnya tercapai.

Secara umum, pelaksanaan program SAMISADE di Desa
Tonjong menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, tahap
pertama berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi
masyarakat, terutama dalam memperbaiki infrastruktur jalan.
Namun di sisi lain, tahap kedua justru gagal dilaksanakan
karena lemahnya sistem pertanggungjawaban dan kontrol
internal.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan tahap pertama
menggambarkan bahwa ketika ada koordinasi yang baik antara
pemerintah desa, masyarakat, dan DPMD, program mampu
berjalan sesuai tujuan. Tetapi ketika pengawasan melemah dan
tanggung jawab tidak dijalankan secara disiplin, maka
keberlanjutan program menjadi terhenti.

Kegagalan pada tahap kedua tidak hanya berdampak pada
aspek fisik pembangunan, tetapi juga menurunkan kredibilitas
pemerintah desa di mata masyarakat dan pemerintah daerah.
Desa Tonjong kemudian tidak lagi menerima alokasi dana

SAMISADE pada tahun berikutnya karena belum menyelesaikan



kewajiban pelaporan keuangan tahap sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu
program pembangunan desa tidak hanya diukur dari
penyelesaian fisik proyek, tetapi juga dari bagaimana hubungan
sosial antara pemerintah dan masyarakat terjaga dengan baik.
Dalam kasus SAMISADE di Desa Tonjong, kegagalan tahap kedua
menjadi bukti bahwa aspek sosial seperti kepercayaan,
komunikasi, dan partisipasi tidak kalah penting dari aspek
administratif. Masyarakat Desa Tonjong sebenarnya telah
menunjukkan bentuk partisipasi yang tinggi pada tahap awal,
baik melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa maupun
kegiatan padat karya. Akan tetapi, absennya komunikasi yang
terbuka dan transparan setelah terjadi permasalahan
menyebabkan partisipasi itu menurun drastis.

Hal 1ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program
pembangunan berbasis masyarakat memerlukan pendekatan
partisipatif yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat tidak
boleh berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi harus terus
berlanjut dalam tahap evaluasi dan pengawasan agar rasa

memiliki terhadap program tetap terjaga.

KESIMPULAN

Program Satu Miliar Satu Desa secara konseptual telah
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Tonjong.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat
sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, khususnya
perbaikan jalan desa yang menjadi sarana vital bagi aktivitas
sosial dan ekonomi. Pemerintah Desa Tonjong telah melakukan
proses identifikasi kebutuhan melalui mekanisme partisipatif
seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah rencana
pembangunan desa (musrenbangdes).

Dimensi kedua dari teori Korten menunjukkan bahwa
pelaksanaan program di Desa Tonjong memiliki dua fase yang
berbeda: tahap pertama berjalan dengan baik, sementara tahap
kedua mengalami kegagalan total. Pada tahap pertama,

pelaksanaan kegiatan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik



berkat koordinasi antara perangkat desa, Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK), dan masyarakat. Namun, pada tahap kedua tahun 2022,
implementasi tidak berjalan karena dana yang telah dicairkan
tidak digunakan sesuai ketentuan.

Dimensi ketiga menyoroti hubungan antara pemerintah desa
sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat
program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa
Tonjong memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, baik dalam tahap
perencanaan maupun pelaksanaan program. Mereka terlibat aktif
dalam musyawarah desa, menjadi bagian dari tim pelaksana

kegiatan (TPK), serta ikut melakukan pengawasan di lapangan.
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